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TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanah
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang bersih, jujur, transparansi,
berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki
integritas dalam menjalankan tugas, maka
diperlukan peningkatan disiplin dan
mengamalkan kode etik Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonedia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
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10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas




Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1});

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008

Nomor 4)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil
baik dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.

7. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode
Etik adalah Lembaga Non Struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas
melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk perbuatan
dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku Pegawai Negeri Sipil yang
bertentangan dan/atau menyimpang dengan butir-butir Jiwa Korps Pegawai
Negeri Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap,
perilaku, perbuatan, dan ucapan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan
tugas dan pergaulan sehari-hari.

(2) Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk:

a. mendorong pelaksanan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup
bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara;

c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dalam suasana kerja
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d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai Negeri Sipil yang
professional; dan

e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

semangat nasionalisme;

oo o

mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau
golongan;

ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
penghormatan terhadap hak asasi manusia;

tidak diskriminatif;

. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan

> ®Rom 0
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.

semangat jiwa korps.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai
Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara,
implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
dalam Dberorganisasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam
bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
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Pasal 5

Etika dalam bernegara meliputi:

a.

melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;

c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan tugas;

akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa;

tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;

menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara

efesien dan efektif; dan

. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Kode etik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila meliputi:

a.

melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain;

saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama pegawai tanpa
membedakan suku, golongan, dan agama atau kepercayaan;

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok, atau golongan;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal
yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah
dibidang keamanan maupun keuangan;

menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan
efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil,
makmur, dan merata; dan

tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
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Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang;

d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapaian tujuan;

f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

o

h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi; dan
i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi:

a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggung jawab;

b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada
dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-
undangan;

c. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijakan dan program Pemerintah;

d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab;

e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara
bertanggungjawab;

f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan

pada organisasi internal; ‘W ﬂ




pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan
tanggungjawab kepada masing-masing bidang, subbag/seksi dan pegawai
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;

pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib membimbing dan
mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir
maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;

pimpinan organisasi internal secara bertanggungjawab wajib mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing-masing
bidang, subbag/seksi dan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
yang telah ditetapkan;

pimpinan organisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi
lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu
dengan lainnya;

memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada
satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;

membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;

m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;

dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya
dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;

. menjalin kerjasama yang baik antara sesama pegawai dalam Lingkungan

internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;

. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas
kedinasan;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta
bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintah;

melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara
sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan

atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai

dengan batas kewenangannya.
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Pasal 9

Kode Etik disiplin masuk kerja dan ketaatan atas ketentuan jam kerja meliputi:

a. wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas
kedinasan dari atasan, jam istirahat siang, dan waktu beribadah;

b. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan
alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib
memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan
memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya; dan

c. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada
bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a. mewujudkan pola hidup sederhana;

b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih
dan tanpa unsur pemaksaan;

c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak
diskriminatif;

d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;

b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
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memiliki daya juang yang tinggi;
memelihara kesehatan rohani dan jasmani;

menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 12

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi:

a.

saling menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil yang memeluk
agama/kepercayaan yang berlainan;

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;

c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun

horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;

. menghargai perbedaan pendapat;

e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri

Sipil; dan

berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang
menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil
dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB YV
PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:

a. aduan tertulis; dan

b. temuan atasan.

(2) Penyampaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti pelanggaran, dan identitas
pelapor.
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(3) Setiap atasan yang menerima aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti
dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan
pegawai secara hierarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang
untuk membentuk Majelis.

(5) Atasan pegawai secara hierarki tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode
Etik dan dapat dikenakan sanksi moral.

BAB VI
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan
sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau
b. pernyataan secara terbuka.

(4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di
lingkungannya paling kurang Pejabat struktural eselon IV.

Pasal 15

(1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
huruf a adalah penyampaian sanksi yang hanya diketahui oleh pegawai yang
bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait.
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(2) Pernayataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
huruf b adalah penyampaian sanksi melalui forum pertemuan pegawai,
upacara bendera, atau forum lainnya.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

(1) Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Majelis Kode

Etik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi pelanggaran Kode Etik oleh pejabat struktural dan fungsional
dengan pangkat paling rendah golongan IV/a dibentuk Majelis Kode Etik
tingkat Kabupaten; dan

b. bagi pelanggaran Kode Etik pejabat struktural dan fungsional dengan
pangkat paling tinggi golongan III/d dibentuk Majelis Kode Etik tingkat
SKPD.

(2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
(2) Majelis Kode Etik Kabupaten terdiri dari:
a. asisten administrasi umum,;
b. unsur inspektorat daerah;
c. badan kepegawaian daerah;
d

. bagian organisasi sekretariat daerah;
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e. bagian hukum sekretariat daerah; dan
f. pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Sekretariat Majelis Kode Etik Kabupaten berada di Badan Kepegawaian
Daerah.

(4) Majelis Kode Etik SKPD terdiri dari:
a. kepala SKPD;
b. pejabat yang membidangi kepegawaian;
c. atasan langsung; dan
d. pejabat lain yang ditunjuk.

X (5) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka
. jumlahnya harus ganjil;

(6) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari

jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

BAB VIII
TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 18

‘ (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai
Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

(2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi
panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu diantara
panggilan pertama dan kedua selama 5 (lima) hari kerja.

(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak bersedia memenuhi panggilan kedua
dari Majelis Kode Etik tanpa alasan, maka pegawai tersebut dianggap
melanggar Kode Etik, dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar
pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.




(4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang
diduga melanggar Kode Etik.

(5) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup.

(6) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri.

(7) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(9) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis
kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada pegawai yang
bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung pegawai yang
bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan
Majelis Kode Etik.

Pasal 20
Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral,

dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

(TFL DITELIT




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
o ' pada tanggal (@ gvLi 2013
Jrh ey AR 1A QBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
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Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal lb 3vbl 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUDIRMA
BERITA DAERAH YABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 26
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